
ABSTRAK 

 

Pemilihan Kepala Desa adalah sebuah demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan 

hierarki dari Pemerintahan yang paling rendah yaitu Pemerintahan Desa yang dimana 

masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam memilih calon Kepala Desa yang baik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam beberapa tantangan tahun terakhir tepat 

pada tahun 2020 pemilihan Kepala Desa mengalami beberapa tantangan yang harus dihadapi 

oleh Pemerintahan yaitu dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah pendekatan Perundang – Undangan 

(Statute Approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan sebuah penelaahan terhadap 

semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan 

diteliti. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa terdapat beberapa 

prosedur yang harus dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di 

Kabupaten Bondowoso yaitu harus berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah tercantum 

dalam Pasal 44, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kabupaten 

Bondowoso telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 

Tentang Pemilihan Kepala Desa. 
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ABSTRACT 

 

Village Head Election is a democracy carried out based on a hierarchy from the 

lowest level of government, namely the Village Government, where the community can 

participate actively in selecting a good candidate for Village Head in accordance with 

applicable regulations. However, in recent years, in 2020, the Village Head election 

experienced several challenges that had to be faced by the Government, namely in 

Bondowoso Regent Regulation Number 17 of 2021 concerning the Third Amendment to 

Bondowoso Regent Regulation Number 39 of 2017 concerning Guidelines for Implementing 

Elections, Appointments and Dismissals. . The approach used in this research is a statutory 

approach, which is carried out by conducting a review of all laws and regulations related to 

the legal issue to be studied. The implementation of the Bondowoso Regency Village Head 

Election is based on Minister of Home Affairs Regulation No. 72 of 2020 concerning the 

Election of Village Heads, there are several procedures that must be carried out in the 

implementation of the Election of Village Heads in Bondowoso Regency, namely that they 

must be guided by the Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020 concerning 

the Election of Village Heads as stated in Article 44, in the implementation of the Election of 

Village Heads carried out in Bondowoso Regency is in accordance with Minister of Home 

Affairs Regulation Number 72 of 2020 concerning Election of Village Heads. 
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